BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-

Mengingat :

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa  berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor

Kpts.1582/X /2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
yang dijabarkan kedalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 6
September 2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...




10.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri
Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2754);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

11. Peraturan ...




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 617 7);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 11

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7 54);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);

Dengan ...




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;

2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu.

4.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
semula sebesar Rp.1.423.785.922.922 bertambah /berkurang sebesar
Rp.271.153.508.645 sehingga menjadi Rp.1.694.939.431.567, dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah;

a. Semula Rp. 1.302.000.435.288

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 176.620.474.209

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 1.478.620.909.497
2. Belanja Daerah;

a. Semula Rp. 1.423.785.922.922

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 271.153.508.645

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 1.694.939.431.567
3. Pembiayaan Daerah;

a. Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula Rp. 121.785.487.634
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 94.533.034.436
Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 216.318.522.070

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0

Pasal ....




Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
angka 1, bersumber dari:
Pendapatan Asli Daerah

a.

1.Semula Rp. 133.237.777.816
2.Bertambah/(berkurang) Rp. (7.206.634.082)
Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 126.031.143.734
Pendapatan Transfer;

1. Semula Rp. 1.103.653.557.472
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 248.318.208.291
Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp. 1.351.971.765.763
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 65.109.100.000
2. Bertambah /(berkurang) Rp. (64.491.100.000)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 618.000.000

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, bersumber dari:

a.

Pajak Daerah;

1) Semula Rp. 47.806.959.230
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 983.231.211
Jumlah pajak daerah setelah

perubahan Rp. 48.790.190.441
Retribusi Daerah;

1) Semula Rp. 4.132.559.700
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (449.000.000)
Jumlah Retribusi daerah setelah

perubahan Rp. 3.683.559.700
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

1) Semula Rp. 1.101.143.494
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan setelah

perubahan Rp. 1.101.143.494
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

1) Semula Rp. 80.197.115.392
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.740.865.293)

Jumlah Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah setelah
perubahan Rp. 72.456.250.099

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b, bersumber dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat;

1) Semula Rp. 1.004.954.794.151
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 227.684.448.413
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

setelah perubahan Rp. 1.232.639.242.564
Transfer Antar Daerah;

1) Semula Rp. 98.698.763.321
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.633.759.878
Jumlah Transfer Antar Daerah

setelah perubahan Rp. 119.332.523.199

(3) Lain-lain ...




(3] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢, bersumber dari:

a.

Pendapatan Hibah;

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 618.000.000
Jumlah Pendapatan hibah

setelah perubahan Rp. 618.000.000
Dana Darurat;

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Dana darurat

setelah perubahan Rp. 0

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

1) Semula Rp. 65.109.100.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (65.109.100.000)
Jumlah Lain-lain pendapatan

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah

perubahan Rp. 0

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
angka 2, terdiri atas:
Belanja Operasional;

a.

1)
2)

Semula Rp. 1.068.612.801.443
Bertambah/ (berkurang) Rp. 214.670.073.853

Jumlah Belanja operasional
setelah perubahan Rp. 1.283.282.875.296
Belanja Modal;

1) Semula Rp. 92.574.089.205
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 73.748.988.455
Jumlah Belanja modal

setelah perubahan Rp. 166.323.077.660
Belanja Tidak Terduga;

1) Semula Rp. 7.001.457.273
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.305.437.068)

Jumlah Belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 1.696.020.205
Belanja Transfer;

1) Semula Rp. 255.597.575.001

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (11.960.116.595)

Jumlah Belanja Transfer

setelah perubahan Rp. 243.637.458.406
Pasal 6

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a, terdiri atas:

a.

Belanja Pegawai;

1) Semula Rp. 689.050.484.158
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 70.036.802.552
Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp. 759.087.286.710

b. Belanja ...




Belanja Barang dan Jasa;
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah perubahan

Belanja Bunga;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Bunga
setelah perubahan

Belanja Subsidi;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Subsidi
setelah perubahan

Belanja Hibah;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan

Belanja Bantuan Sosial;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah perubahan

Rp. 372.992.640.949
Rp. 135.739.271.301
Rp. 508.731.912.250
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 6.403.596.336
Rp. 5.511.400.000
Rp. 11.914.996.336
Rp. 166.080.000
Rp. 3.382.600.000
Rp 3.548.680.000

Belanja Modal sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 5 huruf b,
terdiri atas:

a.

Belanja Modal Tanah;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Modal Tanah
setelah perubahan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Modal Peralatan
dan Mesin setelah perubahan

Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0
Rp. 11.150.494.255
Rp. 18.433.325.141
Rp. 29.583.819.396

Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Modal Bangunan

dan Gedung setelah perubahan Rp.
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Modal Jalan,

Jaringan, dan Irigasi setelah

perubahan Rp.
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,;

1) Semula Rp.
2) Bertambah /(berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya setelah perubahan Rp.

16.007.408.140
27.339.828.568

43.347.236.708

53.540.051.414
27.855.187.852

81.395.239.266

11.876.135.396
120.646.894

11.996.782.290

f. Belanja ...




f. Belanja Modal Aset Tidak Terwujud;

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak

Terwujud setelah perubahan Rp. 0

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
a. Semula Rp.

7.001.457.273

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (5.305.437.068)

Jumlah Belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 1.696.020.205
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil;
1) Semula Rp. 4.615.162.953
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (173.072.595)
Jumlah Belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp. 4.442.090.358
b. Belanja Bantuan Keuangan;
1) Semula Rp. 250.982.412.048
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (11.787.044.000)
Jumlah bantuan keuangan
setelah perubahan Rp. 239.195.368.048
Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3,

terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan;
1) Semula Rp. 121.785.487.634
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 94.533.034.436
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan Rp. 216.318.522.070
b. Pengeluaran Pembiayaan;
1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah perubahan Rp. 0
Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, terdiri atas:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula Rp. 0)
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun

Sebelumnya setelah perubahan Rp. 0
Pencairan Dana Cadangan;

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp. 0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah perubahan Rp. 0

d.

Penerimaan....



d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp. 0
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah setelah perubahan Rp. 0

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf b, terdiri atas:
a. Pembentukan Dana Cadangan;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Pembentukan Dana

Cadangan setelah perubahan Rp. 0
b. Penyertaan Modal Daerah;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah perubahan Rp. 0
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo ;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo

setelah perubahan Rp. 0
d. Pemberian Pinjaman Daerah;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp. 0

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0




(1)

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan

Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan /atau

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022,

dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan

kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini terdiri dari :

1 8

2.

3.

LampiranI : Ringkasan perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Lampiran [Il : Rincian perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran;




10.

11.
12,

13,

14.

15.
16.

17.
18.

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII :

Lampiran VIII :

Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI :
Lampiran XII :

LampiranXIII :
Lampiran XIV :

Lampiran XV
Lampiran XVI :

Lampiran XVII:

Lampiran XVIII:

Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi perubahan Belanja Untuk
Pemenuhan SPMV;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS
dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lain-ain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan
Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran
yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

......




Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal ®November 2022

“REZITA MEYZANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
e —

—

H.HENDRIZAL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR 4

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU:
(6-Co -4 /a022)
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